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 BUPATI MAMUJU 

PROVINSI SULAWESI BARAT 
 

  
PERATURAN BUPATI MAMUJU 

NOMOR  21 TAHUN 2020 
 

TENTANG 
 

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN  

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MAMUJU 

TAHUN ANGGARAN 2019 

 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 
 

BUPATI MAMUJU, 
 
 

Menimbang   : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju 

Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Kabupaten Mamuju Tahun Anggaran 2019, perlu menetapkan  Peraturan 
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Bupati Mamuju tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah Kabupaten Mamuju Tahun Anggaran  2019; 

 

Mengingat   : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di 

Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelengaraan Negara  yang Bersih dan 

Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

3.  Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negera 

Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4355); 

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan 

Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan 

Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 
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7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat 

(Lembaran Negara  Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4422); 

8. Undang-Undang  Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara 

Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara  Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 

10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  5234) sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 

12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor  6398); 

11. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia   

Nomor 5495);  

12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah  (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir  
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dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia   

Nomor 5679); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran 

Negara  Republik Indonesia  Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah  Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 

Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia  Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara  Republik 

Indonesia  Nomor 5155); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja 

Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5272); 
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17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan  

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6178); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Hak Keuangan dan Administratif 

Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2018 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6057); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6279); 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6523); 

23. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa 

Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33); 
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24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 

Keuangan Daerah, sebagaimana  telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri  Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian 

Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari  Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah 

diubah  beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 

Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 

Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber 

dari  Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2018 Nomor 15); 

26. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk 

Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 

2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah  (Berita Negara Republik Indonesia   

Tahun 2015 Nomor 157); 

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi 

Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 450); 
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28. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang 

Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2016 Nomor 68, Tambahan 

Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 48); 

29. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor  6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan 

Susunan  Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju (Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju 

Tahun 2016 Nomor 71, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 49); 

30. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 6 Tahun 2018 tentang Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mamuju Tahun Anggaran 2019 (Lembaran 

Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2018 Nomor 90) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 6 Tahun 2018 tentang Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mamuju Tahun Anggaran 2019 (Lembaran 

Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2019 Nomor 99); 

31. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 7 Tahun 2019 tentang Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mamuju Tahun Anggaran 2020 (Lembaran 

Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2019 Nomor 100); 

32. Peraturan Bupati Mamuju Nomor 47 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mamuju Tahun Anggaran 2019 (Berita 

Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2018 Nomor 669) sebagaimana telah diubah beberapa 

kali terakhir dengan Peraturan Bupati Mamuju Nomor 111 Tahun 2019 tentang 

Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Mamuju Nomor 47 Tahun 2018 tentang 



8 

 

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 

Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2019 Nomor 775). 

 

MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan   :   PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MAMUJU TAHUN 

ANGGARAN 2019. 

 
 

Pasal 1 
 

Laporan Realisasi  Anggaran untuk Tahun Anggaran 2019 terdiri atas : 

a. Pendapatan 

1. pendapatan asli daerah 

2. dana perimbangan 

3. lain-lain pendapatan yang Sah 

jumlah  pendapatan 

 
b. belanja daerah 

1. belanja tidak langsung 

a) belanja pegawai 
b) belanja hibah 

c) belanja bantuan sosial 
d) belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa 

e) belanja tak terduga 

jumlah  belanja tidak langsung 

 

 
Rp.    80.120.391.427,47 
Rp.  861.704.209.101,00 
Rp.  184.824.890.958,26 

Rp1.125.649.491.486,73 
 
 
 

Rp.  389.666.698.445,00 
Rp.    50.528.683.737,00 
Rp.         118.000.000,00 
Rp.  146.223.842.846,00 
Rp.         235.259.000,00 

Rp.  586.772.484.028,00 
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2. belanja langsung 

a) belanja pegawai 
b) belanja barang dan jasa 

c) belanja modal 

jumlah  belanja langsung 

jumlah belanja 

surplus/(defisit) 
c. pembiayaan 

1. penerimaan 

2. pengeluaran 

jumlah pembiayaan neto 

sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan 

 

Rp.    55.953.869.012,00 

Rp.  251.311.337.374,00 
Rp.  234.414.016.375,00 

Rp.  540.679.222.761,00 

Rp1.127.451.706.789,00 

(Rp.     1.802.215.302,27) 
 

Rp.    13.395.756.003,42 
Rp.                          0,00 

Rp.    13.395.756.003,42 

Rp    11.593.540.701,15  

   
 

Pasal 2 

Ringkasan laporan realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum 

dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

 

Pasal 3 

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih 

lanjut kedalam penjabaran laporan realisasi anggaran. 

 

Pasal 4 

Penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum 

dalam lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 
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Pasal 5 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal  ditetapkan 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Mamuju 

ini dengan penempatanya dalam berita daerah. 

    Ditetapkan di Mamuju 
pada tanggal, 18 September  2020 
 
BUPATI  MAMUJU, 

 
     cap/ttd 
 

 

  HABSI WAHID 
Diundangkan di Mamuju 
pada tanggal, 18 September 2020    
 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAMUJU, 

 
cap/ttd 
 
SUAIB 
 

BERITA DAERAH KABUPATEN MAMUJU TAHUN 2020 NOMOR  .21.  
 

 
 
 

 

 
 

 

 


